PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. Malili, 92981 Telp. (0474) 321-634;
Email : Tarkim@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 094/ 2 /DPKPP

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati
Luwu Timur Nomor 126/D17/I1II/TAHUN 2022,
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka
perlu menetapkan pejabat pengelola layanan
informasi dan dokumentasi pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Seclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

12, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 3/F-
04/1/tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan
Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KEDUA { Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu, bertugas :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan
tanggungjawab, tugas dan kewenangan

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID utama, dilakukan paling sedikit 6 (enam)
bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi
bahan dan data lingkup komponen di Kantor Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi
publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada PPID utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan;

KETIGA £ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Bertanggungjawab kepada atasan
langsungnya;

KEEMPAT - Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam
lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan
dan keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KELIMA i Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagamana dimaksud diktum KESATU harus
mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi pembantu sebagaimana
dimaksud dalam dictum Kesatu dibantu oleh Tim
dengan susunan keanggotaan tercantum dalam
Lampiran 1 Keputusan ini ;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

pada tanggal : 4 Januari 2023
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran I

Nomor : 094/ 2 /DPKPP
Tanggal : 4 Januari 2023
STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

PENGARAH TIM PERTIMBANGAN

ADMIN PP

WIRA SUARDIANTAR

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
Jalan Soekarno-Hatta, Malili 92981 Telepon : (0474) 3220016 Fax (0474) 3220016
Website: www.bkpsdm.luwutimurkab.go.id Email: bkpsdm@Iluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
NOMOR : 800 /03/ Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

a.

bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor: 126/D-17/1II/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur;

bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);




Menetapkan:

KESATU

KEDUA

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191});

10, Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nonor 47 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023
tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2023.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya,

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
kebutuhan;

c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya. Manusia Kabupaten Luwm Timur menjadi bahan
informasi public; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi Pembantu
bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam
lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu,

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagaima tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 18 Januari 2023

Tembusan Kepada Yth :

Ll 3 8

Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili;
Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
Masing-masing yang bersangkutan.



Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BKPSDM

PPID PEMBANTU

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT
PPID PEMBANTU

KASUBAG.
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

BIDANG
PENGELOLAHAN
DATA DAN
KLASISIFIKASI
INFORMASI

FUNGSIONAL
ANALIS SDM
APARATUR PADA
SUB BIDANG
INFORMASI
KEPEGAWAIAN

BIDANG
PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

FUNGSIONAL
ANALIS SDM
APARATUR PADA
SUB BIDANG
MUTASI

BIDANG
FASILITAS
SENGKETA

INFORMASI

ANALIS PROGRAM
DIKLAT

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 18 Januari 2023




Lampiran: II

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Atasan PPID pembantu
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian PPID pembantu

3. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Sekretaris PPID pembantu

4. Fungsional Analis SDM Aparatur pada Bidang pengelolahan data dan

Sub Bidang Informasi Kepegawaian klasifikasi informasi

S. Fungsional Analis SDM Aparatur pada Bidang pelayanan informasi dan
Sub Bidang Mutasi dokumentasi

6. Analis Program Bidang Pengembangan Bidang fasilitasi sengketa informasi
SDA

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 18 Januari 2023




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Notmayanti, SM Kasubag. Perencanaan | Sekretaris
dan Keuangan
2. | - Sulham, ST - Analis Perencanaan Subag. Pengolahan
SDM Aparatur Data dan Klasifikasi
- Syahrir, S.AN - Informasi
3. | - Nurazisah Syahrir, S.Tr.IP - Penyusun Rencana Subag. Pelayanan
Mutasi Informasi dan
- Yusril Ranah Mahendra, S.Pd - Staf Adm. Pengelola Dokumentasi
Pengembangan Karir
4. | Mega Surya, SM Verifikator Keuangan Analis Keuangan
5. | - Abdul Azis - Pengadministrasi Staf Administrasi
Keuangan
- Andromeda S. Kalasuso, S.Kom | - Staf Adm.

Pengembangan SDA

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 18 Januari 2023

KEPALA BADAN,
)

Dra.

OSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.

:19650110 198602 2 004




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.12.11 / 006 / DISDUKCAPIL / 1/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor: 126/D-17/lIITAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Luwu Timur.

b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899),

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

1.

12.

MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27),

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741),

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampalkan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi secara cepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Infromasi dan  Dokumentasi  Pembantu
bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran |
dan Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim;



KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_ Ditetapkan di : Malili
" \.ArPada Tanggal : 02 Januari 2023
7" KERALA DINAS
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OKSEN BIJA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196510251996101001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.
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Lampiran | :

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PENGARAH TIM PERTIMBANGAN

SEKRETARIS DINAS KABID. PELAYANAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

KABID. PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

KABID. PIAK DAN
PEMANFAATAN DATA

KASUBAG. PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

PPID PEMBANTU

KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

PENGELOLA DATA

. nPitetapkan di : Malili
Rada Tanggal : 02 Januari 2023

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196510251996101001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

JI. Soekarno Hatta , Malili, 92981 Email : luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 0% Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2023 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,
menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan
sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan
informasi dan dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur perlu menunjuk dan
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang
penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infarmasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi | Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun
2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PEMUNJUKAN PENGELOLA INFORMAS!I DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan
Dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Luwu Timur dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;

Dalam melaksanakan tugas Tim pelaksana ini bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Ar dr.ADNAN
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19680502 200003 1 004




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU D! DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN NAMA KETERANGAN
A | PEMBINA Kepala Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Luwu Timuar
B | PENGARAH Sekretaris Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Luwu Timur
C |TIM a. Kepala Bidang Pemadam
PERTIMBANGAN Kebakaran, Penyelamatan
Sarana dan Prasarana
Kabupaten Luwu Timur
b. Kepala Bidang Pencegahan
Kabupaten Luwu Tiur
c. Kepala Seksi Pencegahan
dan Inspeksi
d. Kepala Kepala Peningkatan
Kapasitas Aparatur
e. Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Dunia Usaha
f. Kepala Seksi Pemadam
Kebakaran
g. Kepala Seksi Penyelamatan
dan evakuasi
h. Kepala Seksi Sarana
Prasarana, data dan Informasi
i. Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan
D | PPID Pembantu a. Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

dr. ADNAN

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004




STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN
D i INGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KEPALA DINAS

11| VIRRE-RiTi| V1 BAN G'A'N

-
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SEKRETARIS

BIDANG PENGELOLAAN DAN KLASIFIKASI INFORMASI,
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
FASILITASI SENGKETA INFORMASI

ADMIN PPID PADA
DINAS DAMKAR




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425
Email : zh .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : .| /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa schubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D

17/TIVTAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka
perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur:

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu
Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inl.'onnasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846),

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494),

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pcﬁgelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 27);

12, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 );

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam
Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN : _
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Dipindai dengan CamScanner
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KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Komunikasi,

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, bertugas :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c¢. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai

dengan kebutuhan.
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya;
KEEMPAT - Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam lampiran I dan
Il merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 111 Keputusan ini; ;
KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur; '
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkan : di Malili
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il : Pembina Utama Muda

NIP 19631231 198903 1 222
Tembusan : dikirim kepada Yth,

. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur,

. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur,

Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;

Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.
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Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 1 :

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS DIKBUD

PPID PEMBANTU

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT PPID

BIDANG PEMBINAAN

BIDANG PEMBINAAN

BIDANG PEMBINAAN

PEMBANTU SD SMP PAUD DAN PNF
KASUBAG KASI KELEMBAGAAN KAS! GTK SEKOLAH KAS| KELEMBAGAAN
PERENCANAAN SARANA PRASARANA MENENGAH PERTAMA DAN SARANA
PENDIDIKAN DASAR PRASARANA PAUD
DAN PNF
Ditetapkan : di Malili
: : 17 Maret 2023
amg ks : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN
| Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Atasan PPID pembantu

Kabupaten Luwu Timur

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
2 | Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PPID pembantu
Luwu Timur
3 Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Sekretaris PPID pembantu
dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
4 Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD
Pendidikan Dasar
5 | Kasi GTK Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan SMP

6 Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana | Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
PAUD dan PNF <

Ditetapkan : di Malili

> S Pdggkat”  : Pembina Utama Muda
NIP 119631231 198903 1 222

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN

1 Dahlia Ibsal, SE Kasubag Perencanaan Sekretaris

2 [rmawati, SE Kasubag Keuangan Bagian Keuangan

3 Harmilayanti Umar, S.Pd Staf Bagian Umlum dan Sub Bagian Umym dan
Kepegawalan Kepegawalan

4 Masrul Asmid, S.S Staf Bagian Perencanaan | Sub Bagian Perencanaan

5 Jumria Agustira St Bayian Um_um dag Staf Administrasi
Kepegawaian

6 Putri Handayani, S.Kom Staf Baglan Um.um . Staf Administrasi
Kepegawaian

Mursida Sahul Staf Perencanaan Staf Administrasi
Ditetapkan : di Malili

al : 17 Maret 2023

: Pembina Utama Muda
119631231 198903 1 222



https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JI. Soekarno _ Hatta Tel/lFax, 0474 - 321 567

MALILI KodePos 92981
err— —_—

KEPUTUSAM KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : /4 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupali Luwu Timur
Nomor | 1268/D-1TNIITAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerinta Daersh Kebupaten Luwu Timur, maka peru menelapkan
Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentas| Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara
di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomar 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Momor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4809),

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10.

1.

12.

Undang-Undang MWomor 25 Tahun 20009 tenlang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman telah diubah beberaapa kaliterakhir dengan Undang-
undang Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 lentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tehun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149),

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tenlang Pengelolaan
Pelayanan Publik {(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 191);

Peraturan Menteri Negara Fendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomeor 24 Tahun 2014 ftentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Masional (Berta Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor
1170),

Peraluran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasl Birckrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27),

Peraturan Komisl Informasi Nomo 1 Taehun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Momer 13 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Dipindai dengan CamScanner
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Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 Nomor 13) tanggal 28 Desember 2022,

13. Peraturan Bupali Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 teniang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen
Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur tahun 2022 Nomor 47) langgal 28 Desember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

KESATU : Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
membeniuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu:

KEDUA, : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

sebagaimanas dimaksud dalam diktum kesatu beriugas :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung |awab, tugas
dan kewenangannya,

b Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama,
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekall atau sesuai
kebutuhan,

¢, Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prma;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi
bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA 3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasli Pembantu
bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.

KEEMPAT : Struktur organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamium dalam
lampiran 1 ini;
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KELIMA Biaya yang tmbul sehubungan dengan penetapan Keputusan im
dibebankan kepada APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023,

KEEMAM Keputusan m mula beriaku pada bufan Januan
Dilptapkan di Maflh
Pada Tanggal . 24 Me| 2023
KEPALA DINAS,
SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP (18641231 190011 1 005
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LAMPIRAN |
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR - 2023
TENTANG . PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2023
PEMBINA : KEPALA DINAS
PENGARAH : SEKRETARIS
PPID PEMBANTU : KASUBAG UMUM & KEUANGAN

SEKRETARIAT PPID PEMBANTU : KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PERPUSTAKAAN : KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

BIDANG KEARSIPAN : KEPALA BIDANG KEASRIPAN

KEPALA DINAS,

SATRI, SE
Pangkatl : Pembina Utama Muda

NIP :19641231 199011 1 005

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI KOMUNIKAS| DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2022

PEMBINA

KEPALA DINAS

PENGARAH
SEKRETARIS

PPID PEMBANTU
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
PPID
PEMBANTU

KASUBAG
PERENCANA DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG
PERPUSTAKAAN KEARSIPAN
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PERPUSTAKAAN KEARSIPAN

KEPALA DINAS,
SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 16641231 159011 1 005

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN
Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email :Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/11I/Tahun 2022
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan  Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan lembaran Negara nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4864);

3. Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Inodnesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Nirokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Dipindai dengan CamScanner



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pejabat Pengelola -l;}l{u‘mnsi dan Dokumentasi Pembantu
serta - membentuk  pengelola  layanan  informasi  dan
dokumentasi pembantu,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, bertugas :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (Enam) bulan
sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. Menjamin  ketersedinan  dan  akselerasi  layanan
informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen Dinas Keschatan
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi
publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola  Layanan Informasi dan  Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU harus

mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dalam

dictum KESATU dan dibantu oleh tim sekretariat

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten

Luwu Timur

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2023

Pit KEER m?m’gQKESEHATAN

dr.’Adnan D} Kfisim
Pangkatr ¢ @gmbma Utama Muda

NIP 19660502 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

o e

 ATASAN PPID PEMBANTU

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR 7

itevua PPID Pembanm :
i Umum & Kepegawaian 0 ¥ Cabang PPIO Pem -~

 Kasu:

|. Kopuia Pushouras Burany '
l--nm-n,_."—'_.
& Kopats Pysivomas Masene
lep_;"_
14 Kecaia Pusiesmen Temarmpu.
R 12 Kopale Puskeamas Huha o
L] -
=1 J | &' Ut M
% Bldang Fasilitas Sengketa Bida o IR R
i e O Informasi R ng Pelayanan Informast dan- ]
£ e : ‘. Dokumentasi S
! P Ketua
} Kuymmﬁubbaslan Umum _ Kasubag Subbagian
I . & Perencanaan Keuangan

L S

£ abatan Funaginnal

Mengetahui,

Plt. KEPAI,A’EH S KESEHATAN
/ %\ (/\

( 0|l ) 1

dzx Adnan D, //
Pangl’catl ng E Utama Muda
NIP 60502 200003 1 004
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PEMERINTAN K \BUPATEN LUWU TIMUR
PN AN SOSEAL PEMUBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEREINDUNGAN ANAK

ALEAL bk Sk i itk N - Alalili w2oR|
Vil ey mindl i
ALvbiaite - Wity it habs gy I

AU TUNAN KEPAL L DINAN N WAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEREINDUNGAN ANAKR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMU S 08 TATIUN 2023

TENTANG
PENE T ATAN PEIARA T PENGELOLA INFORMASEDAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SRR EA PEMTEN TURAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
AN DOKUMENTASTPEMBANTU
DINAS SOSAL PEMIERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RARUPATEN LUWU TIMUR

REPALA DINAS SOSTAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
|'\N|’\K
RARUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang @ bahwa sehubungan ditetaphanya Keputusan: Bupati- Luwu Timur Nomor:
20DV TATUN 2022 tentang Penctapan Pejabat Pengelola Layanan
tnfortnast dan Dokumentast & Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwi Thue maka petln menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentast Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentast pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timury

balwa untuk maksud tersebut hurut o dintas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Tinur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentast pada Dinas Sostal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Luwu Timur,

-

b,

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4840),
3. Undang=Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taliun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5

Dipindai dengan CamScanner
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bebérapa kali ternkhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kr-,du'a Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanazan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T a?yun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

9, Perat)uran Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pepgclolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191); )

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pcnye]eng;arafm
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun
Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN  PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA.
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
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d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan

sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya; . )
KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum da.la{n
lampiran I dan IT merupakan bagian tidak terpisahkan dari k_eputusar} ini;
KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH . Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan._: di Malili

/C\'gdéfﬁ?;é\é\tg  Januari 2023

/SKEPALA DINAS,

]?a@(;a ~iPenibina Utama Muda IV/c
S EPTTN
NIPi-:—:i?f%sozm 199303 1 015
Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;,
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

N v R W~
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Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) PEMBANTU

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
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DAN
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BIDANG BIDANG
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DATA DAN INFORMASI DAN
KLASIFIKASI DOKUMENTASI
INFORMASI
BIDANG
BIDANG REHABILITASI
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SOSIAL SOSISAL
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Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN

KEDUDUKAN

1. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur

Atasan PPID pembantu

2. | Kasubag Umum dan Keuvangan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Timur

PPID pembantu

3. | Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
Timur

Sekretaris PPID pembantu

4. | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang pengelolahan data dan klasifikasi

informasi
5. | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Bidang pelayanan informasi dan
Sosial dokumentasi
6. | Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan | Bidang fasilitasi sengketa informasi
Perempuan dan Anak

Ditetapkan
Pada- tanggal : 2 Januari 2023

: di Malili
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Lampiran [II:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO J\-r&
1. | Imronih,SP

5 Arham Algaf.SIP

i jnmaludﬁih A.SSos
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T JABATAN

KEDUDUKAN

“Kasubag Perencanaan

| dan Kepegawaian _

Sekretaris

~ | Bidang Perfindungan dan

- Imawati. S AN
. Fitriani Ridwan,SP

bl

| Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan

Subag Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi

Subag Pelayanan Informasi

| Pemberdayaan Sosial | Dan Dokumentasi
| Pengadministrasi Analis Keuangan

Pengadministrasi
Keuangan

Staf Administrasi

Ditetapkan
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN

JI. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321423 ,Fax.(0474) 321423
MALILI 92981

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR' 2\ Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2023 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,
menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan

sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan
informasi dan dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Timur perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tentang penunjukan Tim
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pendustrian
Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi | Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun
2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan
Dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dengan susunan Tim
sebagaimana terlampir;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim pelaksana ini bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USA CIL
MENENGAH RINDUSTRIAN,

angkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN PERINDUSTRIAN LUWU
TIMUR NOMOR 2( TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR
NO JABATAN NAMA KETERANGAN
A PEMBINA Kepala Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

B PENGARAH Sekretaris Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

C | TIM PERTIMBANGAN Kepala Bidang Perdagangan
. Kepala Bidang Koperasi

. Kepala Bidang UKM

. Kepala Bidang Perindustrian
Kasubag Perencanaan

Kasubag Keuangan

™o a0 o

D PPID PEMBANTU Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

E PENGELOLA DATA ANDI BASO MATOREANG
ACHMAD, A Md.Par

F ADMIN PPID HARBIAH ARIFIN, Amd.Pi

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Januari 2023
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

SENFRY OKTOVIANUS ,S.STP.MPA
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

J1. Soekarno-Hatta Tlp/Fax. (0474) 321538
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 124 /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D
17/1II/'TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka
perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu
Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam
Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :

:KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAY ANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk

Pengelola Layanan Informasi dan Komunikasi;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU, bertugas :

a.

b.

Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
menjadi bahan informasi publik; dan

Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya;

: Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
scbagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam lampiran I dan
Il merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I1I Keputusan ini;



KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditqt_a_pkan : di Malili
Padatanggal : 5{Juni 2023
(FPALA DINAY,

« < Pangkat - : Pembina Utama Muda
NIP:: : 196706061989031010

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;
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Lampiran I :

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

PEMBINA

B/ KEPALA DINAS
B AMRULLAH, S.Pd., MM

PENGARAH TiM PERTIMBANGAN
/A Kepala Bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura
% M. RAHMATULLAH AZIS, 5.TP

Kepala Bidang Perkebunan
MUHTAR, SP

SEKRETARIS
"/ SAENAB, SP., M.Si

Kepala Bidang Peternakan
FRANS BUNGIN, 5.Pt

Kepala Bidang Prasarana &
Sarana Pertanian

I KETUT PASEK, 5P

Kepala Bidang Ketahanan
Pangan
SUMARIANTO, 5P

PPID PEMBANTU
KASUBAG, UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SRIWATI MIRI, SE

BIDANG PENGELOLAAN DAN KLASIFIKASI INFORMASI,
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
FASILITASI SENGKETA INFORMAS!

=
s @ | Admin PPID DISPKP

- £

"% | NENSISRIARSITA, SP




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekamo-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : §00.12.11/02/DLH /1/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/IINTAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu
Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4864);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terkahir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 27);,

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEDUA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam dictum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya,

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi secara cepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan
informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya;

KEEMPAT :  Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran | dan Il merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM . Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Keputusan ini;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) PEMBANTU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

|

__I PENGARAH

|_ _[ TIM PERT[MBANGANJ_‘

SEKRETARIS DINAS

KABID. PENATAAN DAN
PENAATAN LINGKUNGAN

KABID. PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

KABID. PENGELOLAAN SAMPAH
LIMBAH B3 DAN PERTAMANAN

PLT. KASUBAG. PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN

KTU UPTD. LABORATORIUM
LINGKUNGAN

KA.UPTD PENGELOLAAN
KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN

|
PPID PEMBANTU

KASUBAG. UMUM DAN
KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI,
PELAYANAN INFORMAS]I DAN DOKUMENTASI SERTA FASILITASI

SENGKETA INFORMASI

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

ADMIN PPID
DINAS LINGKUNGAN

Dltetapkan di : Malili
y \LEada Tanggal 02 Januari 2023

—

g ' . ANDI MAKKARAKA, M.Si

N Pza/zékat 4 Pembina Utama Muda
“Ni

19650406 198603 1 017

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Sockarno Hatta Nomor - Malili 92981

MALILI
B e e
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

Menimbang

Mengingat

SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUWU TIMUR

. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:

126/D-17/1I'TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan
Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten
Luwu Timur;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten
Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 Nomor 47);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023
tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu; _
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima; _

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanaq
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai

dengan kebutuhan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung
jawab kepada atasan langsungnya;

: Struktur  organisasi  Pengelola Layanan Informasi  dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
tercamtum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal: 03 Januari 2023

KEPALA DINA

ALSEN,S.IP, MM
Pangkat :Pembina Utama Muda [V/c
NIP. : 19720424 199203 1 004

Tembusan : dikirim kepada Yth,

S OV P 2D

Arsip.

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;



Lampiran I

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PMD

PPID PEMBANTU
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
PPID
PEMBANTU

KASUBANG
PERENCANAAN

BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAHAN PELAYANAN FASILITAS
DATA DAN INFORMASI DAN SENGKETA
KLASIFIKASI DOKUMENTASI INFORMASI
INFORMASI
Penggerak Penggerak Penggerak
Swadaya Swadaya Swadaya
Masyarakat Ahli Masyarakat Ahli Masyarakat Ahli
Muda pada Bidan Muda pada Bidang Muda pada
Penataan Desa Kelembagaan Desa Bidang Penataan
dan Pemberdayaan Desa
Masyarakat
Ditetapkan  : di Malili

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS,

HALSEN,S.IP, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP, : 19720424 199203 1 004




Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN

1. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat | Atasan PPID pembantu
dan Desa Kabupaten Luwu Timur

2. | Kasubag Umum dan Keuangan Dinas PPID Pembantu
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Timur

3. | Kasubag Perencanaan Dinas Sekretaris PPID Pembantu
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Timur

4. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Bidang pengelolahan data dan klasifikasi
Muda pada Bidang Penataan Desa informasi

5. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Bidang pelayanan informasi dan
Muda pada Bidang Kelembagaan Desa dokumentasi
dan Pemberdayaan Masyarakat

6. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Bidang fasilitasi sengketa informasi
Muda pada Bidang Penataan Desa

- di Malili
- 03 Januari 2023

Ditetapkan
Pada tanggal

KEPALA DINAS,

ALSEN,S.IP, MM
Pangkat :Pembina Utama Muda I'V/c
NIP. 119720424 199203 1 004




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUWU TIMUR
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Fitriani Ismail, SH Kasubag Perencanaan Sekretaris
dan Kepegawaian

2. | SAMPOWALLI, S.STP Bendahara pengeluaran | Subag Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi

3. | NURMALA UDDIN, Tenaga Administrasi Subag Pengolahan Data dan

S.Kom Klasifikasi Informasi
4. | PERMATASARI, S Kel Tenaga Administrasi Staf Administrasi

Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS,

ALSEN,S.IP, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19720424 199203 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JALAN SOEKARNO HATTA NO. TELP. 0812 3457 7756
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 4 /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/II'TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

i i

12.

13.

14.

15.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234},

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun
Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  PEMBANTU DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

e iAol

Arsip.

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan,

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
lampiran I dan I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Keputusan ini;

. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Pembina Utama Muda IV/c
19641231 198703 1 208




Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) PEMBANTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS DPMPTSP

PPID PEMBANTU
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BIDANG BIDANG BIDANG
PPID PENANAMAN PELAYANAN PENGENDALIAN,
PEMBANTU MODAL TERPADU SATU PENGAWASAN
PINTU DAN
PENGADUAN
KASUBANG ANALIS KEBIJAKAN ANALIS KEBILJAKAN ANALIS
PERENCANAAN AHLI MUDA AHLI MUDA KEBIJAKAN AHLI
DAN MUDA
KEPEGAWAIAN
Ditetapkan  : di Malili

Pada tanggal : 2 Januari 2023

[ & [ DINAS PENAN .rmn\ -
7 | MODAL DAN PELANAN |
'

P '{"\‘1 Pembina Utama Muda IV/c
A8 10641231 198703 1208




Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LUWU TIMUR
NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Atasan PPID pembantu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Luwu Timur
2. | Kasubag Umum dan Keuangan Dinas PPID pembantu
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur
3. | Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Sekretaris PPID pembantu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
Timur
4. | Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal
5. | Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. | Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengendalian, Pengawasan dan
Pengaduan

Ditetapkan
Pada tanggal

DINAS PANANAMAN
MODAL DANIPELAYANA
TERPADU SRy PINTU

: di Malili
: 2 Januari 2023




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LUWU TIMUR
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Ondo Ira, Sp Kasubag Perencanaan Sekretaris
dan Kepegawaian
2. | - Amiruddin, SE Analis Kebijakan Ahli Bidang Penanaman Modal
- Idris, S.Hut Muda
3. | - Arman Syam, S.Sos Analis Kebijakan Ahli Bidang Pelayanan Terpadu
- Isanawati Djohan, SE Muda Satu Pintu
4. | - Hasmiah Rasyid, SP Analis Kebijakan Ahli Bidang Pengendalian,
- Hariyanti Ibrahim, SE Muda Pengawasan dan Pengaduan
5. | Nerty, SE Pengadministrasi Umum | Staf Administrasi
Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal : 2 Januari 2023

AN A enbing [ara Muda TV

£ 19641231 198703 1208
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JI. Sockamo - Hanta Desa Puncak Indah, Email inspektoratlutim07gmail com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15.2 / TAHUN 2023

Il

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/1I/'TAHUN 2022 tentang Penctapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899),;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022

tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun
Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan
informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesuai dengan kebutuhan.
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KETIGA ¢ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembanta bertanggungawab
kepada atasan langsungnya,

KEEMPAT ¢ Sttuktur orgamisast Pengelola Layanan  Informas dan Dokumntas
sebagammana  dimaksud  dalam  diktum KESA U tercamtum dalam
lampiran | dan 1 merupakan bagian tdak terpisahban dan kepatusan o,

KELIMA Pengelola Lavanan Informast dan Dokumentast sebagmmana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu,

KEENAM . Dalam  melaksanakan  tugasnya, Pengelola Layanan  Informasi  dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sckretanat dengan susunan keanggotaan scbagaimana
tercantum dalam Lampiran 111 Keputusan ini;

KETUJUH : Biava vang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Luwu Timur
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur,

KEDELAPAN :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur,;
Dinas kominfo SP Kabupaten Luwu Timur
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

NoOWwAE W=
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Lampiran [:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU

INSPEKTORAT

KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTUR \

PPIP PEMBANTU
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN

SEKRETARIAT
PPID
PEMBANTU

KASUBAG
PERENCANAAN

BIDANG
PENGELOLAAN
DATA DAN
KLASIFIKASI
INFORMASI

STAF ADM UMUM
& KEUANGAN

| \

BIDANG BIDANG FASILITAS
PELAYANAN SENGKETA
INFORMASI INFORMASI

DAN
DOKUMENTASI
KASUBAG ANALISIS
TINDAK LANJUT
PENGELOLA DAN EVALUASI
WEBSITE

Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal : 3 Juli 2022
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Lampuran 11

PENGE . SUSUNAN PEJABAT
: LOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

-

T REDUDUKRAN ,

\NO | JABATAN _

i : | Inspoktur ' T Atzsan PP Pembantu - _7-:' _
. Kasubag Admenestras Umom dan " Pl Pembanty ‘

| . Keuangan |nspeh 1ot .

3 Kasshag Porencanaan " schrrtrs PPID Pombants ]

. 4 Staf Adrmmestras | imum dan K cusngan " Hudang Pengriciaan Deta dan b lanfikas 1

- ) | Imformas: ‘
S Pemgriola W ebnste [1adang Poisyanan fefierma dan 1

e

- hasubiag | valuas dan Pelapuean fadamy | acltn somph.cta Informas:

[ mtctaghas & W'
Faeda tangzed } Jals 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Sockarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 321004-321005 Faks : (0474) 321006
Email : bkbkskablutim@gmail.com
Website : www.bkbpp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : \&6/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS DP2KB KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/TI/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menctapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabal Lainnya Tahun

Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERE
KABUPATEN LUWU TIMUR ENCANA

KESATU . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
KEDUA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. N.lenyampaikgn informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

Dipindai dengan CamScanner
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¢. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

¢. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan

sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya; '
KEEMPAT . Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
lampiran I ini;

KELIMA - Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;

KEENAM - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 27 Februari 2023
KEPALA DINAS,

Dra. lj. PUSPAWATI?
Pangkat :Pembina Tk.I, TV/b
NIP. - 19670308 199402 2 002

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

NSV AL -
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|
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CASUBAG PERENCANAAN
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l

PPID PLMBANTY
KASUBAG UMUM DAN KEUANGANM
[NURYANI NASIR, SE]

PENGELOLA DATA
MUHAMMAD NURALAM SATTAR A

Dcaaghan, & Mahi:
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REPALA DINAS,

[N

'I
/l

Dea, 1 PUSPAWATL P
Panghat Pembena [k VD
NIP 1967008 [0 Y
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Sockarno Hatta Nomor - Malili 92981
Email : bapenda@luwutimurkab.go.id Website : bapenda.l imurkab.go.i
Website : www . luwutimurkab.go.id

<4

KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa schubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/1I/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukqn

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

[

Mengingat
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/ F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun

Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu scbagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya,

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
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d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

¢. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesuai dengan kebutuhan,

KETIGA ¢ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya;
KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi

scbagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
) lampiran I dan Il merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KELIMA ¢ Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sckretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Luwu Timur Badan
Pendapatan Dacrah Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Padatanggal: 21 Agustus 2023
~ KEPALA BADAN,
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Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sckretaris Dacrah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.
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Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Atasan PPID pembantu
Kabupaten Luwu Timur
2. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan | PPID pembantu
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur
3. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sekretaris PPID pembantu
Kabupaten Luwu Timur
4. | Analis Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah | Bidang pengelolaan data dan klasifikasi
informasi
5. | Analis Pendapatan Daerah Bidang pelayanan informasi dan
dokumentasi
6. | Analis Pendapatan Daerah Bidang fasilitas sengketa informasi

Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal :21 Agustus 2023
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/
/ Lampiran III;
/
/ SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Irmawati, M.ST Kasubag Perencanaan & | Sekretaris
Keuangan
2. | Hendriawan Analis Pajak dan Subag Pengolahan Data dan
Retribusi Daerah Klasifikasi Informasi
3. | - Muh. Syahrir, S.Sos Analis Pendapatan Subag Pelayanan .lnfonnasi
- Muh. Inrha Anri, A.Md Daerah Dan Pokumentzmn
4. | Fatmawati, A.Md Bendahara Pengeluaran Analis Ke.uzfngan.
5. | Alifia Muthmainnah, SH Pengelola Kepegawaian Staf Administrasi

Ditetapkan  : di Malili
.[21 Agustus 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad. luwutimurkab.go.id / email : bpkd. luwutimuri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Menimbang :

Mengingat

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

bahwa schubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/IITAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu
Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



9.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

11.

12.

13.

14.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);,
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang
Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur
menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab

kepada atasan langsungnya;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan ini;

Biaya vyang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
tanggal : 2 Januari 2023

GADAN KEUANGAN | 2
7| AN ASET DAER
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NIP. : 19700814 200212 1 006

Tembusan : dikirim kepada Yth,

NovAE W~

Arsip.

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;

Kepala Dinas Kominfo Persandian Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;



Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) PEMBANTU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BKAD

PPID PEMBANTU

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

BIDANG

BIDANG BIDANG
PPID PENGOLAHAN PELAYANAN FASILITAS
PEMBANTU DATA DAN INFORMASI SENGKETA
KLASIFIKASI DAN INFORMASI
INFORMASI DOKUMENTASI
Kasubag Kasubid Kasubid Kasubid Neraca
~ Perencanaan Keuangan dan Pengolahan data dan Pembukuan
Pembiayaan dan Daerah
Penatasusahaaan
.. Ditetapkan  : di Malili

Pada tanggal : 2 Januari 2023
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Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN

1. | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah | Atasan PPID pembantu

2. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan | PPID pembantu
Keuangan dan Aset Daerah

3. | Kasubag Perencanaan Badan Keuangan Sekretaris PPID pembantu
dan Aset Daerah

4. | Kasubid Keuangan dan Pembiayaan Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi

Informasi

5. | Kasubid Pengolahan data dan Bidang Pelayanan Informasi dan
Penatausahaan Dokumentasi

6. | Kasubid Neraca dan Pembukuan Daerah Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

__.Ditetapkan  : di Malili
%”a KABgimganggal : 2 Januari 2023
FS

“NIP,

- 19700814 200212 1 006




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Yusni Marsan, SE Kasubag Perencanaan Sekretaris
2. | Rachmawati, SE Kasubag Keuangan Analis Keuangan
3. | Irmawati, SE Kasubid Pengamanan, Sub bagian Pelayanan
pemeliharaan dan Informasi dan Dokumentasi
penghapusan BMD
4. | Ricoh, SE Kasubid Analisis Sub bagian Pengolahan data
Anggaran dan Klasifikasi Informasi
5. | Tommy Setiawan Perencana Ahli Pertama | Staf Administrasi
- di Malili

: 2 Januan 2023




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 3220186Faks : (0474) 3220186Email : kominio @ luwutimurhab.god
Website : www luwutimurkab go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 34/TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/II'TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);

_ Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 27);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 741);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2021 Nomor 80);
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/ F-04/1/Tahun 2022

tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat

Daerah Tahun Anggaran 2022;
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022

tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun
Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan

sesuai dengan kebutuhan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab

kepada atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 11T Keputusan ini;

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
_KEPALA DINAS,

{15/
Het=

rs. H. HAMRIS DARWIS
. Pangkat = :Pembina Utama Muda IV/c
~ NIP. 119641119 199903 1 008

Tembusan : dikirim kepada Yth,

NoOwE W~

Arsip.

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;




Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR

| KEPALA INFO-SP |
\ |

PPID PEMBANTU ‘
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

-
|
|

SEKRETARIAT BIDANG } ( BIDANG BIDANG
PPID PENGELOLAHAN | | PELAYANAN FASILITAS
PEMBANTU DATADAN | | INFORMASI DAN SENGKETA
KLASIFIKASI | | DOKUMENTASI INFORMASI
INFORMASI |
KASUBANG PRANATA PRANATA HUMAS PRANATA
PERENCANAAN KOMPUTER AHLI AHLI MUDA PADA KOMPUTER AHLI
MUDA PADA BIDANG IKP | MUDA

Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
_KEPALA DINAS,

gDrs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. :19641119 199903 1 008




Lampiran II:
SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN

1. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Atasan PPID pembantu
Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur

2. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas | PPID pembantu
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur

3. | Kasubag Perencanaan Dinas Komunikasi, | Sekretaris PPID pembantu
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur

4. | Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang | Bidang pengelolahan data dan klasifikasi

Aptika informasi

5. | Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Bidang pelayanan informasi dan
IKP dokumentasi

6. | Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang | Bidang fasilitasi sengketa informasi
Telematika

Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS,

—— \-
/[v:—: S Y
‘\\' <Ld
2/ N\ \

/

/7
/

QDrs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat : Pembina Utama Muda I'V/c
NIP. :19641119 199903 1 008




Lampiran I1I:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN

1. | Abdi, S. STP Kasubag Perencanaan Sekretaris

2. | - Darwin HD, S. Kom, MM | Pranata Komputer Ahli Subag Pengolahan Data dan
- Ratna Nasir, ST Muda Klasifikasi Informasi

3. | - Fynka Amandasari, S. Kom | Pranata Humas Ahli Subag Pelayanan Informasi
- Inne Yunita A, S. Kom Muda Dan Dokumentasi

4. | Andi Indra Adnan, A. Md Kasubag Keuangan Analis Keuangan

5. | Selvy, S. Kom Pengadministrasi Staf Administrasi

Keuangan |
Ditetapkan  : di Malili

Pada tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS,

¥

W

Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat : Pembina Utama Muda [V/c
119641119 199903 1 008

NIP.




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Alamat Ji Abdi Praja No - 01 Burau Kode Pos 92975
Email

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : ©» TAHUN 2023

I ———

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU
TIMUR

CAMAT BURAU

Menimbang: a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati
Luwu Timur Nomor: 126/D17/11I/TAHUN 2022 tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Layvanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan
Pejabat  Pengelolah Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta Pembentukan Pengelolah Layanan
Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan
Burau, Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Camat Burau Kabupaten
Luwu Timur tentang penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan  Dokumentasi  Pembantu  serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten

Luwu Timur.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju
Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4270 );

2. Undang-undang Nomor Undang-Undang 14 Tahun 2008
tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4840);

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman  Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4899);

—
.

Mengingat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor nomor 76 Tahun 2013
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Layanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 170);
Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015

tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Nomor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun
2022 tentang Pelimpahan Kekuasan Bupati Kepada
Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

L5 Beputusoan Bupstl Luwa Tanur Nomao 4/F/-04/1/Tahun
2007 tentang Pelimpahon Kewenanpan Bupati Kepada
Kepaln - Kentuan Kerngn Perongkst Daerah Dalam
Penetapinn Pegabat Lainnya Tahun Anpgaran 2022,

MEMUTULKAN

Menetnpkan KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG PENETAPAN
PEAADAT PENGELOLA INFORMAST DAN DOKUMIENTASI
PEMBANTU  SERTA  PEMBENTUKAN  PENGELOLA
LAYANAN INFORMSI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KANTOR CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
KESATU - Pejabat  Pengelolah Informasi dan Dokumentasi
Pembantu  serth membentuk  Pengelolah  layanan
Intormai dan Dokumentasi Pembantu;
KEDUA - Pejabat  Pengelolah  Informasi dan Dokumentasi
Pembantu  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktatum
KESATU, bertugas:
4. Membantu PEID Utama melaksanakan
tanggungjawab, tugas dan kewenagannya;
b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan
sckali atau sesuai kebutuhan;
€. Menjaminketersediann dan  akselerasi  layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;
d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi
bahan dan data lingkup komponen di Kantor
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur menjadi
bahan informasi publik; dan
¢. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan

Kebutuhan,
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam
lampiran I dan Il merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini;

KELIMA - Pengelolah  Layanan  Informasi dan  Dokumentasi
schagaimana  dimaksud diktum KESATU harus
mendukung  kegiatan  dan  kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM ! Dalam melaksanakan  tugasnya, Pengelola layanan
Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Lampiran | Keputusan ini;

KETUJUH Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Daerah kabupaten Luwu Timur Kantor Kecamatan
Burau kabupaten Luwu Timur;
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Burau
Pada tanggal 23 Juni 2023

Tembusan :
Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Bappda kabupaten Luwa Timur;
Kepala BKAD kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;
Arsip.

NO;SWN -

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran
STRUKTUR ORGANISASI

!_ I’cmhinaJ
[ CAMAT ]
| AKBAR BAHAR, SE J
I
r
| ]
( P‘-’"meh_} r'ﬁm Pertimbangan l
| ~ KASI PELAYANAN UMUM
| SEKCAM . KASIPMD
. KASIPEMERINTAHAN

UMUM
. KASI TRANTIBUM

|

|
(ppID Pembantu |

KASUBAG. UMUM & KEUANGAN

I Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta

{\ Fasilitas Sengketa Informasi

KASUBAG.
: | ; ADMIN PPID

PERENCANAAN &
KEPEGAWAIAN
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pEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR CAMAT MANGKUTANA

Alamat : JI. Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
EMail i svvereeeranancasnsasannnes

I =

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 24 /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KANTOR CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten

Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); -

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb;entuka
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ'rll
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne l
Republik Indonesia Nomor 5234); e

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ﬁén'?g?a?

Dipindai dengan CamScanner
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pemerintahan

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 €215, 2014 Nomor

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesid Ta sia Nomor 5587)

244, Tambahan Lembaran Negara Republik I on dengan undang-

sebagaimana telah diubah beberapa kali terak 'rhan Kedua Atas

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerY ' pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta’;qun 2015 Nomor

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T.a mor 5679),

58, Tambahan lembaran Negara Republik Indones'a No o sanaan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang erbukaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentand i n
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Taf"" Nomor
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang P engelolaa;
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 191); p

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/1/Tahun 2022 tentang

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran

2022,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT MANGKUTANA TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA  PEMBENTUKAN  PENGELOLA  LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KANTOR CAMAT
MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta

KESATU ;
membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

KEDUA . Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya;
b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama

dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai

kebutuhan;
c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Pejabat Pengelola Informasi dan D"k“mem:aSI

: Struktur  organisasi Pengelola Layanan

pahan informasi
Persandian Kabupaten Luwu Timur menjad

publik; dan xan teknis dan
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebl) gPID Utama secara
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

berkala dan sesuai dengan kebutuhan. Pembantu

bertanggungjawab

atas. :
kepada an langsungnya; Informasi dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam  diktum KEdSal?-ar:\
tercamtum  dalam lampiran 1 dan 11 yang tidak terpisahkan
Keputusan ini.

. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentas sebagaimana

dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan.
kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mangkutana
Pada tanggal : 15-9-2023

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

M AR R e

Arsip.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

/1ampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI NTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUME
(PLID) PEMBANTU
KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
PEMBINA
CAMAT
|
B — |
PENGARAH 1M PERTIMBANGAN
SEKRETARIS
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI KETENT RAMAN
DAN KETERTIBAN

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

KEPALA SEKSI PELAYANAN
UMUM
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN
PPID PEMBANTU

—

FPENGELOLA ADMINISTRASI—l

Ditetap

|'

ADMIN PPID PADA KANTOR
CAMAT MANGKUTANA

: di Mangkutana

anggal: 15-9-2023

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

‘Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN

KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

JABATAN

b e
| KEDUDUKAN

Camat

Atasan PPID pembantu

Kepala Seksi Pelayanan Umum

PPID pembantu

B oWl o

Staf Seksi Pelayanan Umum

Admin PPID pembantu

Staf Seksi Pelayanan Umum

Pengelola Administrasi

- di Mangkutana
: 15-9-2023

Ditetapkan
Pada tanggal

KECAMETAN
MANGKUTANA

3 @ y
NIP. -~ 19840710 201001 1 026

-
Z]
L

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

,'L}ampiran 111

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
KANTOR CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO | NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Warsi Sali Padang. SE, Kasi Pelayanan Umum | PPID Pembantu

M.Si
; Pengolahan Data dan
2. | RISAL, SE Admin PPID Klasifikasi Informasi
o .| Pelayanan Informasi Dan
| 3. | MAHMUD Pengelola Administrasi Dokumentasi

Ditetapkan : di Mangkutana
Pada tanggal : 15-9-2023

W -
“LKECA ATAN |Z
MANGKUTANA

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
Alamat : Veteran No. 2 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

Mengingat :

a.

TAHUN 2023

CAMAT TOWUTI,

bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/1-17/III'TAHUN 2022 tentang Penetapan pejabat Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka
perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Petsandian Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur

dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Nornor
4270);

. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 4899);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

. Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5149);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

10.

11.

12.

13.

14.

15.

KEDELAPAN :

Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor
24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor
1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokkrasi Nornor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nornor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Peraturan Bupati Luweu Timur Nornor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nornor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
Keputusan Bupati Luwu Timur Nornor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam
Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
KANTOR KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungiawab, tugas dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi
pernohon infomasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen
di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungiawab kepada
atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam lampiran I dan II merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111
Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan  : di Towuti
Pada tanggal : 06 Maret 2023

MAT TOWUTI,
/ ¢

Dr$ SAENAL
Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 19700708 199401 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth :

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur,
Masing-masing yang bersangkutan;
Masing-masing yang bersangkutan;

NovREw =



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR CAMAT ANGKONA

Alamat : Jalan Reformasi Desa Solo

Email : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 09 /TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA

Menimbang

Mengingat

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA KANTOR CAMAT ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR

:a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur

Nomor: 126/D-17/III/JTAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten
Luwu Timur;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);


mailto:kec-angkona@luwutimurkab.go.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran

2022.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT ANGKONA TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN
LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
kebutuhan;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Cc. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi
publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

bertanggungjawab

kepada atasan langsungnya;

Struktur  organisasi  Pengelola Layanan Informasi  dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tercamtum dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dalam

Keputusan ini.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan
kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Angkona
Pada tanggal : 29 Maret 2023
CAMAT,

I KET. T RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat :Pembina
NIP. : 19880221 200701 1 001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

NoUhwh=

Arsip.

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;



Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
KANTOR CAMAT ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR

PEMBINA
CAMAT

PENGARAH TIM PERTIMBANGAN
SEKRETARIS

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

KEPALA SEKSI PELAYANAN
UMUM

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN

PPID PEMBANTU

| |
PENGELOLA ADMINISTRASI ADMIN PPID PADA KANTOR
CAMAT ANGKONA

Ditetapkan : di Angkona
Pada tanggal: 29 Maret 2023

CAMAT,
Ll

g Wt

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP

Pangkat :Pembina
NIP. : 19880221 200701 1 00




Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
KANTOR CAMAT ANGKONA

KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Camat Atasan PPID pembantu

2. | Kepala Seksi Pelayanan Umum PPID pembantu

3. | Staf Seksi Pelayanan Umum Admin PPID pembantu

4. | Staf Seksi Pelayanan Umum Pengelola Administrasi

Ditetapkan : di Angkona
Pada tanggal : 29 Maret 2023
CAMA(‘T,

dins

[

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat :Pembina
NIP. : 19880221 200701 1 001




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN

1. | Kombong Allo, SP Kasi Pelayanan Umum | PPID Pembantu

Pengolahan Data dan

2. | Agusman S.Sos Admin PPID Klasifikasi Informasi
3. | Husna S.Pd Pengelola Administrasi Pelayanan In_forma5| Dan
Dokumentasi
Ditetapkan : di Angkona
Pada tanggal : 29 Maret 2023
CAMAT,

/ﬁh |

|

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat :Pembina
NIP. : 19880221 200701 1 001







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Imam Bonjol Desa Kalaena Kiri

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 018 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

CAMAT KALAENA
bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/1-

I7/Il/TAHUN 2022 tentang Penetapan pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas

Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas

Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Luwu

Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonésia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nonior 4270);




2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4899);

4, Undang-unda:ng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonésia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaan Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-
undangan (Lembaran Negara RepublLik Indonésia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesisia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengolahan pelayanan
publik (Lembaran Negara Republik Indonesisia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan mentri pemberdayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman pemberdayagunaan pengelolaan
pengaduan public secara nasional (Berita negara Republik Indonesisia Tahun
2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Mentri pemberdayagunaan aparatur negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tetang Road Map pengembangan
system pengelolaan panduan pelayanan public nasional (berita Negara Republik
Indonesisia Tahun 2015 Nomor 27 );

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah Keputusan Bupati Luwu Timur tahun anggaran
2022 (Berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022 tentang pelimpahan
kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perungkat Daerah Tahun Anggaran
2022

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam

Penetapan Pejabat Lainnya Taliun Anggaran 2022 2

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAH
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN
KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU, bertugas:




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungiawab, tugas dari kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan infoimasi dan dokumentasi bagi
pemohon infomasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan
langsungnya;

Struktur organisasi Pengelpla Layanan Informasi dan Dokumntasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU tercamtum dalam lampiran | dan Il merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelolah Layanan Jnformasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU
harus mendukung kegiataan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Infonnasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi, Infomiatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luim timur;
3. Inspekiorat Kabupaten Lusm Timur;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Tiinur;
5. Kepala BKAD kabupaten Luwu Timur,

Ditetapkan di Kalaena
Pada tanggal 06 Maret 2023

A

S % Pembina IV.a
“Nip. 187703292008011008

v



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

JI. Diponegoro No. 02 Telp/Fax : (0475) 321258 Sorowako 92984
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT NUHA
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

Menimbang

Mengingat

PADA KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

CAMAT NUHA

a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/1-I7MMIITAHUN 2022 tentang Penetapan pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nonior 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-unda:ng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11.

12.
13.

14.

Negara Republik Indonésia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaan
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Undang- undangan (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor
5234);

Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesisia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengolahan
pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesisia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan mentri pemberdayagunaan aparatur Negara dan reformasi
birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman pemberdayagunaan
pengelolaan pengaduan public secara nasional (Berita negara Republik
Indonesisia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Mentri pemberdayagunaan aparatur negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tetang Road Map
pengembangan system pengelolaan panduan pelayanan public nasional
(berita Negara Republik Indonesisia Tahun 2015 Nomor 27 );

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang penjabaran
anggaran pendapatan dan belanja daerah Keputusan Bupati Luwu Timur
tahun anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
nomor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022 tentang
pelimpahan kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perungkat

Daerah Tahun Anggaran 2022



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang
pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah DalamPenetapan Pejabat Lainnya Taliun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT NUHA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungiawab, tugas dari
kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan infoimasi dan dokumentasi
bagi pemohon infomasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip- prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada
atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam lampiran | dan [l merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelolah Layanan Jnformasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU harus mendukung kegiataan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Infonnasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il

Keputusan ini.



KETUJUH . Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi,
Infomiatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorowako
Pada tanggal : 6 Maret 2023

CAMAT NUHA,

HA DI HAMID, S.STP.
Pangka\t : PembinalV.a
Nip. 19850710 200602 1 002

Tembusan dikirim kepada Yth

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luim timur;
Inspekiorat Kabupaten Lusm Timur;
Kepala Baﬁpeda Kabupaten Luwu Tiinur;
KepaJa BKAD kabupaten Luwu Timur,

G L



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KECAMATAN TOMONI
Alamat : Pamong Praja No.02
Email : kec_tomoni@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT TOMONI

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor : 126/D-17/11I/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan
Persandian Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Camat Tomoni tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7.  Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ln(loncsn'u
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 27 );

11. Peraturan - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80 );

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
KANTOR KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu;
KEDUA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas;
a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan kewenangannya.
b. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau
sesuai kebutuhan;

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip — prinsip
pelayanan prima;

d. mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan
tata data lingkup komponen di Dinas Komunikasi,
informatika  Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan,;

KETIGA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
KEEMPAT . Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktun
KESATU tercamtum dalam lampiran I dan II yang tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini.

KELIMA ! Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dala Diktum KESATU harus mendukung kegiatan
dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan Kkeanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH :  Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Kantor Kecamatan Tomoni
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tomoni
% al : 3 Januari 2023
/ § amat,\y
& AMA
* KE%MO ]
* \CATUR BYAN\SINTAWATI

{ 7 5
M@ /" .Peémbina Tk. I
:19750901 200312 2 004
Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran | : Keputusan Camat Tomoni

Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023
STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID)
KECAMATAN TOMONI

PENGELOLA DAN KLARIFIKASI BIDANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA FASILITAS SENGKETA INFORMASI

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran II :

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN TOMONI

KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Camat Atasan PPID pembantu
2. | Kepala Seksi Pelayanan Umum PPID pembantu
3. | Staf Seksi Pelayanan Umum Admin PPID pembantu
4. | Staf Seksi Pelayanan Umum Pengelola Administrasi
Ditetapkan : di Tomoni
Y : 3 Januari 2023

SINTAWATI
:Pembina Tk. I
119750901 200312 2 004

(8 Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran IIJ :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN TOMONI

l\r
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1, EVIANI, S.Sos Kasi Pelayanan Umum PPID pembantu
Pengolahan data dan
2. | EKO KURNIAWAN, S.AN Admin PPID Klaiifikasi informasi
3.
Ditetapkan : di Tomoni
Pada tanggal : 3 Januari 2023
INTAWATI

at\>" :Pembina Tk. I

'’

:19750901 200312 2 004

(8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

X

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Soekarno — Hatta,Malili 92981 Telepon/Faks : (0474) 321410

Email - nu@mhmntimurkah no id
el S I0AIE & Puwlu"\‘ll.llul.\u“-vv-l\‘

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR 08.2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang

Mengingat

. a.

N

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati
fuwu Timur Nomor 126/1-1TMIUTAHUN 2022 tentang
penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka penu menetapran Pejabat Pengslola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan
Pengelola Layanan dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan ruang Kabupaten Luwu Timur;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta pembentukan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
ARQQ)

.
Tuwv g,

Undang-unda:ng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara
Renublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 5494) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beherana kali terakhir dengan undang-undang Nomor @
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor
5R79):

LA ] V’,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5149),

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomr 191);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberdayagunaan Pengelolaan Pengaduan Publik secara
nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 2015 tentang Road Map
Pengembangan System Pengelolaan Panduan Pelayanan
Public Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Nomor
741);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13)
tanggal 28 Desember 2022;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 Nomor 47) tanggal 28
Desember 2022



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

emswrsve

PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
serat membentuk Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan kewenangannya.

2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau
sesuai kebutuhan.

3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima.

4. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan
data lingkup komponen di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan
informasi publik; dan

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
ierpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana

dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan
kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Luwu Timur.




KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 28 April 2023

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;

2 Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur,

5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur,




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
o Telp. 0473.2321281 «Emaiil : rsilagaligo

mail.come Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD | LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :445/132/ RSUD | LAGALIGO

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

PEMBANTU RSUD | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

DIREKTUR RSUD | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

:a. bahwa bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan

Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/lI/'TAHUN 2022
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka periu
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola
Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat Ji. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
o Telp. 0473.2321281 «Email . rsilagaligo@gmail.come Website . rsud-ilagaligi. luwutimurkab.go.id

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
* Telp. 0473.2321281 «Email : rsilagaligo@gmail.come Website ; rsud-ilagaligi.lJuwutimurkab.go.id
R

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11.Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13.Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun
2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam
Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984

* Telp. 0473.2321281 «Email : rsilagaligo@gmail.come Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD | LAGALIGO TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU RSUD | LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan

tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan
sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi
bahan dan data lingkup komponen di Dinas
Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi
publik; dan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

sAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
e Telp. 0473.2321281 «Email . rsilagaligo@gmail.come Website ; rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id
L

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan
kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab  kepada

atasan langsungnya,;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU tercamtum dalam lampiran | dan Il
yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus
mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengeilola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim
Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran lll Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
Timur,;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
o Telp. 0473.2321281 «Email : rsilagaligo@gmail.come Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

Dltetapkan d| - Wotu
: 03 April 2023

NIP . 19680608 200112 1 003

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

Kepala Bapelitbagda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten LLuwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

NOORAWN=



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
e Telp. 0473.2321281 «Email : rsilagaligo@gmail.come Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN RSUD | LAGALIGO
NOMOR 445/132/RSUD | LAGALIGO
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RSUD | LAGALIGO DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
RSUD | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

PEMBINA
DIREKTUR RSUD | LAGALIGO

PENGARAH

KABAG. ADMINISTRASI
UMUM & KEUANGAN

TIM PERTIMBANGAN

KABID. PELAYANAN MEDIK &
KEPERAWATAN

KABID. PELAYANAN PENUNJANG
MEDIK & NONMEDIK

KABID. PENELITIAN &
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

PPID PEMBANTU
KASUBAG. PERENCANAAN

BIDANG PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA
FASILITAS SENGKETA INFORMASI

KASUBAG.UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGELOLA DATA DAN
KLASIFIKASI INFORMASI

STAF PERENCANAAN




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
o Telp. 0473.2321281 «Email : rsilagaligo@gmail.com e Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

Dltetapkan di :Wotu
ai_: 03 April 2023

jF a Utama Muda
P~ -nuﬁw- : 200112 1003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
e Telp. 0473.2321281 eEmail : rsilagaligo@gmail.come Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN RSUD | LAGALIGO
NOMOR 445/132/RSUD | LAGALIGO
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RSUD | LAGALIGO DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
RSUD | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

NO. JABATAN KEDUDUKAN
1 Direktur Atasan PPID Pembantu
2 Kasubag. Perencanaan PPID Pembantu
Bidang Pelayanan Informasi dan
Kasubag. Umum dan _ .
3 _ Dokumentasi Serta Fasilitas Sengketa
Kepegawaian _
Informasi
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi
4 Staf. Perencanaan

Informasi

: Wotu
: 03 April 2023




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

eAlamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
rsilagaligo@gmail.come Website : rsud-ilagaligi.luwutimurkab.go.id

e Telp. 0473.2321281 e«Email :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN RSUD | LAGALIGO
NOMOR 445/132/RSUD | LAGALIGO
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

RSUD

PEMBANTU

LAGALIGO DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR.

SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
RSUD | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
. Kasubag.
1 | Umi Kulsum, S.ST, ¢ PPID Pembantu
M.Kes Perencanaan
2 Bidang Pelayanan Informasi
5 Muslimin, SKM, Kasubag. Umum dan s Dok N
an Dokumentasi Serta
M.Tr.Adm.Kes Kepegawaian b
Fasilitas Sengketa Informasi
. Stevia Vania Finriani, | Staf. Perencanaan Bidang Pengelola Data dan

S.KM

Klasifikasi Informasi

- Wotu
: 03 April 2023

NIP . 19680608 200112 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : \5/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Menimbang

Mengingat

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SATUAN POLISTI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Loa.

[y

bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/lII'/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan
Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang
kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023 Nomor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2023
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG
PENETAPAN  PEJABAT PENGELOLA  INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab

kepada atasan langsungnya,

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam

lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal ; 27 Juni 2023
ﬁ.KEPAL A SATPOL PP,

Pangkat embina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

SN E =



Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) PEMBANTU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LUWU TIMUR

Pangkat |:Pe
NIP.

KEPALA SATPOLPP
|
SEKRETARIS
|
BIDANG BIDANG
PPID PENGELOLAAN FASILITASI
PEMBANTU DATA DAN SENGKETA
KLASIFIKASI INFORMASI
INFORMASI
KASUBAG
KASUBANG UMUM KASUBAG UMUM & PERENCANAAN &
& KEPEGAWAIAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
Ditetapkan  : di Malili
Pada tanggal : 27 Juni 2023
;t—KEPALA SATPOL PP
INDRA F/ S.IP.M.Si
bina Utama Muda

: 19701103 199003 1 002




Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Atasan PPID Pembantu
Kabupaten Luwu Timur
2. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Ketua PPID Pembantu
Kabupaten Luwu Timur
Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan | PPID Pembantu
Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu
Timur
3. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan | Bidang pengelolahan data dan klasifikasi
Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu informasi
Timur
4 | Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Bidang fasilitasi sengketa informasi
Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

ﬂ—

: di Malili
227 Juni 2023

Ditetapkan
Pada tanggal
KEPALA

:‘Pembina Utama Muda

Pangkat I
119701103 199003 1 002

NIP.




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | Hasniar,S.Sos Kasubag Perencanaan Sekretaris
2. | - Suardi Hamid Fungsional Pol PP Pemula Pengolahan Data dan
- Syalwah Rahmadani Putri | Anggota SatpolPP Klasifikasi Informasi
3. | - Yudi Burhan,SH Fungsional PolPP Ahli Pertama | Pelayanan Informasi Dan
- Andi Zulkarnain Fungsional Pol PP Pemula Dokumentasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 27 Juni 2023
&+ KEPAL TPOL PP

INDRA FAWZY,S.IP.M.Si
Pangkat ﬂ :Pembina Utama Muda
NIP. : 19701103 199003 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

J1. Soekarno — Hatta Puncak Indah Malili,KM.I
Telepon (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id
Website : http//www.luwutimurkab.go.id

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat :

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR

. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:

126/D-17/1II/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Luwu Timur;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu
Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4270);

. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




Menetapkan

KESATU

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

11.

12.

13.

14.

13,

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741);

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 Nomor 47);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/1/TAHUN 2023
tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada
Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu
Timur menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab
kepada atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
lampiran [ dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan  : di Malili

Pada Tanggal : 02 Ja
KEPALA DI

112023

Pagpigkat : Pembina Utama Muda
P. 19810511 199912 1 001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;

Arsip.

NoUE W




BPNJA BWR)() BUIqUIDJ : J©
dLS’S 'AIASVU TV,

LIVIVIVASVIA
VAVAVAS MVIIOONAd

ISVIDINSNVIL
NVSVAVI
NVONVANWIONAd
ONVaId

‘SV VIVdII
€20z Lenuep 2/ |e33ue], eped
1p : ueddelon(q
IVIVIVASVIN
VAVAVAS MVIIIONEd TVRLLSAGNT
VOADI YVINVONAd NVONNENH YOLNVIGIW
ISVIOINSNVYL
NVADINWH AL NVVIIIDIVOVNALD LLTVISOS
NVNAONVEWId NVVAVAYIGWAd ONVAIE NVNIWVT % TVRILSNANI
NVA NVSVAVY NVONNENH ONVAId
NVAVIANAd ONVAIS

NVVNVONTH A OVENSVI

NINVEINAd
dldd LVIIVLIIDIAS

NVIVAVOHII NVA INNIAN DVENSY

NINVEWHd dIdd

VAT VOVNALNVA

ISVIDINSNVYL SVNIA VIVdAI

HANNWIL OMNTNALVANIV

VOII VOVNALNVA ISVIOIASNVIL SYNIA
NINVINAd (I'Td) ISVINTANMIOA NVA ISVINIOANI NVNVAVT NVVIOTIONAd

ISVSINVOYO dNLNALS

:] uendure|



Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO JABATAN KEDUDUKAN
1 | Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Atasan PPID Pembantu
Kabupaten Luwu Timur
2 | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PPID Pembantu
Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Luwu Timur
3 | Kasubag Perencanaan Dinas Transmigrasi Dan | Sekretaris PPID Pembantu
Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
4 | Mediator Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial TK
5 Pengantar Kerja Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan
6 | Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
7 | Penggerak Swadaya Masyarakat

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Ditetapkan : di Malili
Pada Tanggal : 02 Janugef 2023

RASYID, S.STP
t : Pembina Utama Muda
NIP/19810511 199912 1 001




Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PEMBANTU
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1 MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi | Kasubag Perencanaan Sekretaris
2 |- NASRULLAH, SP, M.Si Mediator Hubungan Bidang Hubungan Industrial &
- NELY HARYATI BATARA, Industrial Jaminan Sosial TK
SE
3 |- Moh. Arifin, SH.i Pengantar Kerja Bidang Pemberdayaan
- Seli Lantang, S.Kom Ketenagakerjaan
4 | Erfina Aras, SE Penggerak Swadaya Bidang Penyiapan Kawasan dan
Masyarakat Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
5 | Arif, SE Penggerak Swadaya Bidang Pengembangan Kawasan
Masyarakat Transmigrasi

Ditetapkan : di Malili
Pada Tanggal : 02

Pangkat : Pembina Utama Muda
. 19810511 199912 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN TOMONI TIMUR

CAMAT TOMONI TIMUR

Menimbang : a. Bahwa sesungguhnya ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2023 tentang penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pembantu sertaPembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Kecamatan Tomoni Timur;

b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Camat Tomoni Timur tentang penetapan
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu serta
pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada
Kantor Camat Tomoni Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timurdan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor4270);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
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3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NOMOR 5234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan undang-
undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas -
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemeintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149),

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 191);
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggeraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1170);

11. Peraturan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar
layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pejabat Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun
Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN,
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANC PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KANTOR

KECAMATAN TOMONI TIMUR;

Menetapkan
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KESATU . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

KEDUA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas
dan kewenangannya;
b. Menyamoaiakan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
kebutuhan;
c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di Kantor Kecamatan Tomoni Timur menjadi
bahan informasi publik;
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU tercantum dalam
lampiran I bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA . Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan
kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

KEENAM . Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat ;
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KETUJUH . Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur
Kantor Kecamatan Tomoni Timur ;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

paFGRt : Pembina Tk.I/IV.b
NP’ 19660814 198903 1 016

Tembusan :
Bupati Luwu Timur (sebagal laporan) di Malili;

Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;

. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;

Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.

MDA W e
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LAMPIRAN 1 :

STUKTUR ORGANISAS|
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
KECAMATAN TOMONI TIMUR

CAMAT TOMONI TIMUR

Herpik, SKM.M.Kes

y

SEKRETRIS
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!

KASI PEMERINTAH

| NYOMAN MANDIA S.Pd

KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

MARSUKI S.Ag

KASI TRANTIB

ISDAMAYANTI S.Pd.SD

KASI PELAYANAN UMUM

RELITA SIPA S.Sos

]
-~ PPID
PEMBANTU j
KASUBAG UMUM DAN
KEUANGAN
RAHEL MONGAN, SE
I
BIDANG PENGELOLA DATA DAN ;
KLARIFIKASIINFORMASI, PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
LS
v v
KASUBAG PERENCANAAN ADMIN PPID PADA
& KEPEGAWAIAN KECAMATAN TOMON!I
TIMUR
DEDY SUTARYO S.50s.,MM
NELFI
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI

JL. DR . Sam Ratulangi No. 07 Malili 92981
Telepon. (0474) 321 008
E-mail : kecmalili@luwutimur.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MALILI
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

CAMAT MALILI

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor : 126/D17/IITAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Cama Malili Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan I[nformasi dan Dokumentasi pada

Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846),

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); _
Undam-mdam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/l/Tahun 2022 tentang

Pelimpahan Kewenagan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN CAMAT MALILI TENTANG PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA  LAYANAN  INFORMASI DAN
DOKUMENTAS! PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN MALILI

KABUPATEN LUWU TIMUR;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya,

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama,
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menjadi
bahan informasi public; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan

sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bertanggung
jawab kepada atasan langsungnya;

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan dimaksud dalam
diktum Kesatu tercantum dalam lampiran | dan || merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
diktum Kesatu harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu
dibantu oleh Tim dengan susunan keanggotaan tercantum dalam
Lampiran | Keputusan ini;



yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
'ﬂ‘gfgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur

 Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
: 04 Januari 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA

JL.Andi Nyiwi No.10,Wasuponda,kode pos : 92983

KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA
Nomor : 12 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA KANTOR CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

CAMAT WASUPONDA,

Menimbang - 3. bahwa sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati Luwu
Timur Nomor:126/1-17/I1/TAHUN 2022 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi i
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur,maka
perlu  menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Layanan Informasi
dan Dokumentasi Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu
Timur.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas,perlu
ditetapkan dengan Keputusan Camat Wasuponda Kabupaten
Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Camat Wasuponda.

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4270);

2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-unfang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4899);
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13,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik
(Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomr 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayan publik
secara Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 27);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 Nomor 80);
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14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/1/Tahun 2022
Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/1/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya
Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :  KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA TENTANG PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
KANTOR CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Serta
membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,bertugas ;

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6(enam)bulan sekali atau sesuai
Kebutuhan:

c. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi layanan Informasi dan
Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat,berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pelayanan Prima;

d. Mengumpulkan,Mengelola dan Mengompilasi Bahan dan data
lingkup Komponen di kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu
Timur dan

e. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
KEEMPAT . Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini; ‘ ‘
KELIMA . pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan
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kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

KEENAM . Dalam melaksanakan tugasnya,Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11 Keputusan ini;

KETUJUM . Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur pada Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN © Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Wasuponda
Pada Tanggal : 06 Maret 2023

: Pembina Tk.I1,IV/b
119660123 19861002

Tem n disampaikan kepa .

Bupati Luwu Timur (sebagai laporan ) di Malili;
Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur ;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;

Ka.Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab.Luwu Timur di Malili;
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

VB W
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI

KELURAHAN TOMONI

JI. Andi Lebbi — Tomoni, Kode Pos 91972
KEPUTUSAN LURAH TOMONI KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 14.a /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Menimbang

Mengingat

—

DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KELURAHAN TOMONI

LURAH TOMONI

bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:
126/D-17/ITAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi pada Kelurahan Tomoni;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Lurah Tomoni tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi pada Kelurahan Tomoni Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10.

11.

12.

13.

14.

15.

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomor 80);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun

Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH TOMONI TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KELURAHAN TOMONI KECAMATAN
TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan

kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di Kelurahan Tomoni menjadi bahan informasi publik; dan

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab

kepada atasan langsungnya;

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumntasi



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercamtum dalam
lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

fBJETT\\E{tetapkan : di Tomoni

/*‘} tanggal 29 Juni 2023

4]&1 TANTO > S AITIEFVIANA, A.Md
==""Pangkat : Penata Ill/c
NIP. : 19780804 200902 2 002

Tembusan : dikirim kepada Yth,

Nk W=

Arsip.

Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
Masing-masing yang bersangkutan;



Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
PEMBINA

LURAH
ERRIES AITIEFVIANA, A.Md

. |
TIM PERTIMBANGAN

PENGARAH
SEKRETARIS
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

|
PPID PEMBANTU
SEKRETARIS LURAH
WILLIAM TUMIWANG, A.Md

ADMIN PPID PADA KANTOR
KELURAHAN TOMONI

PENGELOLA
ADMINISTRASI

: di Tomoni
229 Juni 2023

[l 5{KELURAHAN)Z |
:h;,x\ Tomon (I /7,2,
‘:\ " <‘~: A 'A y (o d
‘ \\\_ /A
AITIEFVIANA, A.Md

C, y/ 4
N7 1O ERRIES
=" Pangkat : Penata Ill/c
: 19780804 200902 2 002

NIP.




Lampiran II:
SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI

KABUPATEN LUWU TIMUR
NO JABATAN KEDUDUKAN

1. | Lurah Tomoni Atasan PPID pembantu
2. | Sekretaris Lurah PPID pembantu

3. | Staf Admin PPID Pembantu
4. | Staf Pengelola Administrasi

Ditetapkan  : di Tomoni
: : 29 Juni 2023

: Penata [1l/c
: 19780804 200902 2 002



Lampiran III:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

‘ 'f‘\/\
$eq \<\°\\ '
NZEITRY

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | William Tumiwang, A,Md Sekretaris Lurah PPID Pembantu
2. | Nilam Syahraramadani R, Admin PPID Pengelola Data dan
S.Pd Klasifikasi Informasi
3. | Marwiyati Ulfa, S.Sos Pengelola Administrasi | Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
: di Tomoni

: 29 Juni 2023

NIP.

: Penata [1l/c
: 19780804 200902 2 002
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